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PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

الله   الرحيم الرحمنبسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo  yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yanto Suleman Bin Yusuf Suleman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

Buruh  Tani,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Pertama, tempat kediaman di Jalan Bilinggata Kelurahan

Dulomo Selatan  Kecamatan Kota  Utara  Kota  Gorontalo

sebagai  Pemohon;

melawan

Karmila Amir Binti Amir Usman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak

Ada,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di

Jalan  Bilinggata  Kelurahan  Dulomo  Selatan  Kecamatn

Kota Utara Kota Gorontalo sebagai  Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 Oktober 2018

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  dengan  Nomor

853/Pdt.G/2018/PA.Gtlo,  tanggal  29  Oktober  2018,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  20  Januari  2012,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tilango,  Kabupaten  Gorontalo

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2012 tanggal 24 Januari
Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 853/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut  Pemohon dengan Termohon tidak

dikaruniai anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam

keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 antara

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan karena:

a. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala

rumah tangga;
b. Termohon  sering  berbohong  kepada  Pemohon  dengan  alasan

Termohon pamit ke rumah orang tua Termohon tapi Termohon tidak ke

rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  sudah  berulang  kali

terjadi  puncaknya  pada  bulan  Agustus  2017,  dimana  Termohon  pergi

meninggalkan Pemohon dan tinggal  di rumah orang tua Termohon selama

1  Tahun  1  Bulan  hingga  sekarang.  Selama  itu  antara  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, Yanto Suleman bin Yusuf Suleman untuk

menjatuhkan Talak Satu Raj'i  terhadap Termohon, Karmila Amir binti Amir

Usman di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;
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 Bahwa pada  hari  persidangan  yang telah  ditetapkan Pemohon telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

Nomor  853/Pdt.G/2018/PA.Gtlo,  yang  dibacakan  di  persidangan,  Termohon

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan   yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk  tidak

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil  pemohonannya

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  perkara  ini  dengan  membacakan  surat

pemohonan Pemohon yang maksud dan  tujuannya  tetap dipertahankan oleh

Pemohon; 

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  pemohonannya, Pemohon  telah

mengajukan  bukti  surat  berupa   Fotokopi   Kutipan  akta  nikah  dari  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Tilango,  Kabupaten  Gorontalo,  Nomor  :

010/10/I/2012,   tanggal   24  Januari  2012,  telah  bermaterai  cukup  dan

dinazzegel   telah  dicocokkan   dan  sesuai  dengan  aslinya   lalu  oleh  ketua

mejelis diberi  tanda  bukti  (P);  

Bahwa disamping itu Pemohon  juga telah mengajukan  2 orang saksi

yang  telah  memberikan keterangan  dibawah sumpah menurut  agama Islam

atas nama  Mirno Suleman binti  Yusuf Suleman  dan Djafar  Suleman bin

Yusuf Suleman,  hal mana keterangan kedua saksi  tersebut  telah termuat

dalam Berita Acara Sidang; 

Bahwa terhadap keterangan kedua  saksi  tersebut  di  atas,  Pemohon

membenarkannya;  

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  memberikan  kesimpulan  dengan

menyatakan  Pemohon  bertetap  pada  permohonannya  untuk  menceraikan

Termohon  dan telah mohon  putusan;

Bahwa  untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala

hal yang termuat   dalam  Berita  Acara  Sidang   dan  merupakan bagian yang
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tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  pada

pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan  Pengadilan  telah

berupaya  menasehati  Pemohon  agar kembali rukun dengan Termohon, akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Termohon  telah  ternyata  tidak  pernah  hadir  di

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun  Pengadilan  telah

memanggilnya secara resmi dan patut,  maka cukup alasan bagi  Pengadilan

untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil  dengan resmi dan patut

namun  tidak  hadir,  sehingga  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa

hadirnya Termohon ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  prosedur  mediasi  sebagaimana  ketentuan  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa   pada  pokoknya   Pemohon  mendalilkan  semula

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan

harmonis, namun sejak bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

tidak  mendengarkan  nasehat  Pemohon  sebagai  kepala  rumah  tangga  dan

Termohon sering berbohong kepada Pemohon dengan alasan Termohon pamit

ke  rumah  orang  tua  Termohon  tapi  Termohon  tidak  ke  rumah  orang  tua

Termohon   dan   puncaknya  pada  bulan  Agustus  2017  Termohon  pergi

meninggalkan Pemohon dan tinggal  di rumah orang tua Termohon selama 1

Tahun 1 Bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  perkara  perceraian  (sebagai

perkara  lex  specialis)  ketidakhadiran  Termohon  tidak  dapat  menggugurkan

kewajiban Pemohon untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam
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rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sehingga  kepada  Pemohon  tetap

dibebankan  untuk  membuktikan  lebih  lanjut  tentang  dalil-dalil  dalam

permohonan   Pemohon  tersebut; 

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil

Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami

istri  sah yang dikuatkan dengan bukti  surat (P)   berupa akta autentik  yang

dibuat  dan ditandatangani  oleh pejabat  yang berwenang dan secara materil

isinya  memuat  peristiwa  tentang  telah  terjadi  akad  nikah  antara  Pemohon

dengan  Termohon,  sehingga  bukti  surat  tersebut mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat,  oleh karenanya harus dinyatakan

terbukti   Pemohon   dan  Termohon   mempunyai  hubungan  hukum  sebagai

suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa  saksi -  saksi yang diajukan oleh Pemohon  secara

formil  dan  materiil   telah  telah  mememuhi   syarat  -   syarat  sebagai  saksi

olehnya  itu   keterangan  saksi  –  saksi  tersebut   dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan  dalam perkara  a quo;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Pemohon  tersebut  telah  memberikan

keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat

dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah

menyangkut ketidak harmonisan  dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

yang mengakibatkan  antara Pemohon dan Termohon  tidak ada lagi harapan

untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka dalil-dalil permohonan   Pemohon sepanjang yang telah diketahui

dan  diterangkan  oleh  saksi-saksi  menyangkut  kehidupan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon yang  sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran

yang  disebabkan  karena karena  Termohon  tidak  mendengarkan  nasehat

Pemohon  sebagai  kepala  rumah  tangga  dan  Termohon  sering  berbohong

kepada  Pemohon  dengan  alasan  Termohon  pamit  ke  rumah  orang  tua

Termohon tapi Termohon tidak ke rumah orang tua Termohon  kemudian pada

bulan  Agustus  2017  Termohon pergi  meninggalkan Pemohon dan pulang

kerumah orangtua Termohon dan  hingga sekarang   ini Termohon tidak pernah
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kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat

telah  terbukti  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon   telah  pecah  sehingga

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan

untuk  rukun  kembali,  oleh  sebab  itu  jalan  terbaik  yang  ditempuh  oleh

Pengadilan  adalah  membubarkan  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon

ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-

hal yang lebih merugikan  bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  mungkin  dipersatukannya  rumah

tangga Pemohon dan Termohon , maka tujuan perkawinan untuk membentuk

keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  atau  sakinah,  mawaddah  warahmah

sebagaimana firman Allah SWT dalam  Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 yang

berbunyi  ;

Artinya  :  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih  dan sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi

Hukum  Islam  tidak  dapat  terwujud  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon , dengan demikian alasan Pemohon  untuk menceraikan Termohon

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2)

Undang  Undang  Nomor  1  tahun  1974  yang  berbunyi  “Untuk  melakukan

perceraian harus ada cukup alasan  bahwa antara suami  istri  itu  tidak akan

dapat rukun sebagai suami istri” serta  ketentuan pasal 19 huruf  (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah

dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :
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Artinya  :“dan  jika  mereka  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,  Pengadilan  berpendapat  permohonan  Pemohon  a  quo telah  cukup

beralasan  dan  dapat  dikabulkan,  dengan  memberi  ijin  Pemohon  untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  menghadiri

persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula  permohonan Pemohon

beralasan atau berdasar  hukum,  maka sesuai  dengan ketentuan Pasal  149

ayat (1) R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek,  Hal ini

sesuai  dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-

Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

yang berbunyi :

جاز        غيـــبة او توار او بتــعزز تــــعــزز فان

بالـــبينة      اثــــباتــــه
Artinya : “Apabila  ia  enggan,  bersembunyi  atau  ghoib,  maka  perkara  itu

diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan   pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

2006  dan   Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009,  maka  biaya   perkara

dibebankan kepada  Pemohon;

Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon  dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada Pemohon (Yanto  Suleman Bin  Yusuf  Suleman)

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Karmila Amir Binti
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Amir Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;   

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara 

sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal  21 November

2018  Masehi   bertepatan dengan tanggal   13   Rabiul  Awal  1440 Hijriyah

dengan  Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H  sebagai Ketua Majelis,   Dra. Hj.

Medang, M.H dan  Drs. H.M. Suyuti, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan

putusan  tersebut   diucapkan  oleh  Ketua  Majelis  pada  hari  itu  juga  dalam

sidang  terbuka untuk umum  dengan didampingi  para Hakim Anggota dan

Drs. Narlan Saleh  sebagai Panitera Pengganti  serta dihadiri  oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

          Hakim Anggota,                                                     Ketua Majelis,

   

     Dra. Hj. Medang, M.H        Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

          Hakim Anggota,

              

       Drs. H.M. Suyuti, M.H 

       Panitera Pengganti,

  

                                                                                     Drs. Narlan Saleh    

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran     : Rp.    30.000,-

2. Biaya Proses        : Rp.    50.000,-

3. Biaya Panggilan        : Rp.  255.000,-

4. Biaya Redaksi        : Rp.      5.000,-

5. Biaya Meterai                   : Rp.          6.000,-

           J u m l a h           : Rp.   346.000,-

                                        (tiga ratus empat  puluh  enam ribu rupiah);
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